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Abstrak  

Penelitian ini menganalisis kinerja sistem BIPAFOUR dan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD 

Banyuwangi berdasarkan User Acceptance, dengan menggunakan kerangka kerja Technology Acceptance Model (TAM). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan empat karyawan kunci yang mewakili divisi yang berbeda: Penganggaran, Manajemen Keuangan, Aset, dan 

Akuntansi. Temuan menunjukkan bahwa BIPAFOUR unggul dalam hal kemudahan penggunaan (Perceived Ease of 

Use/PEOU) karena penyesuaian lokal dan dukungan operasional yang efisien, sementara SIPD menunjukkan kegunaan yang 

unggul (Perceived Usefulness/PU) dalam hal akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang terstruktur di tingkat nasional. 

Namun, penggunaan kedua sistem tersebut secara bersamaan menimbulkan tantangan, termasuk inkonsistensi data dan 

masalah integrasi teknis. Studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat, perbaikan mekanisme sinkronisasi data, dan pelatihan pengguna yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan integrasi 

sistem. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dengan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, User Acceptance. 

 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan sistem informasi telah menjadi bagian integral dari transformasi digital di berbagai sektor, termasuk 

sektor pemerintahan. Konsep Society 5.0, yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016, menekankan integrasi 

teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Big Data untuk menciptakan masyarakat 

yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

memegang peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, terutama di sektor 

publik. 

 

Menurut Romney dan Steinbart (2018) SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan 

memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA terdiri dari enam komponen utama: 

pengguna, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan kontrol internal. Dalam era Society 5.0, di mana data menjadi 

kunci utama, SIA menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan diproses bersifat 

akurat, dapat diandalkan, dan digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di 

Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran 

berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi memiliki peran strategis dalam 

mengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016, BPKAD bertugas 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur 

organisasi BPKAD mencakup Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Aset, dan Bidang 

Akuntansi. Setiap bidang memiliki tugas spesifik, mulai dari penyusunan anggaran, pengelolaan kas, inventarisasi aset, hingga 

pelaporan keuangan. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintah 
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Daerah (SIPD), yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan informasi 

pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya dalam satu sistem yang terhubung secara 

elektronik. Tujuan utama SIPD adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

Namun, sebelum adanya SIPD, BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan sistem custom yang disebut 

Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application (BIPAFOUR). Sistem ini dirancang khusus 

untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi, mencakup perencanaan, akuntansi, dan pengelolaan 

aset. Meskipun SIPD telah diadopsi sebagai sistem utama sejak 2021, BIPAFOUR masih digunakan secara bersamaan dengan 

SIPD. Hal ini menimbulkan tantangan dalam integrasi data dan efisiensi operasional, karena pegawai harus beradaptasi dengan 

dua sistem yang berbeda. 

 

Pengoperasian dua sistem secara paralel mengharuskan BPKAD untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data, serta 

memastikan bahwa kedua sistem dapat berfungsi secara efektif. Integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD menjadi kebutuhan 

strategis untuk memaksimalkan manfaat dari kedua sistem, baik dari segi peningkatan efisiensi proses maupun transparansi 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

Untuk menilai efektivitas penggunaan kedua sistem, penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan model yang digunakan untuk memahami 

bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. Faktor utama dalam TAM adalah Persepsi Kegunaan (Perceived 

Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use). Persepsi Kegunaan mengacu pada sejauh mana 

pengguna percaya bahwa suatu teknologi dapat membantu mereka menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, sementara 

Persepsi Kemudahan Penggunaan mengacu pada sejauh mana pengguna merasa teknologi tersebut mudah digunakan. 

 

Dalam konteks SIPD dan BIPAFOUR, TAM digunakan untuk menilai sejauh mana kedua sistem ini diterima oleh 

pengguna di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Fokus pada Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan menjadi 

kunci untuk memahami apakah sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Selain itu, integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD juga perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan pengguna 

(user requirements) dan kemampuan sistem dalam mendukung operasional keuangan daerah. 

 

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Sistem 

BIPAFOUR dan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Melalui 

pendekatan TAM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

penggunaan kedua sistem, serta memastikan bahwa integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD dapat berjalan dengan baik demi 

terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. 

 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, Nasution dan Nurwani (2021) melihat bagaimana SIPD 

diimplementasikan di BPKAD Kota Medan.  Meskipun masih terdapat sejumlah hambatan teknis dan non-teknis yang 

menghalangi optimalisasi sistem, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengelolaan keuangan daerah.  Studi ini menekankan betapa pentingnya pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia 

untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD. 

 

Dalam kajian berjudul “Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPAFOUR ke SIPD (Studi Kasus 

di BPKAD Kabupaten Banyuwangi),” Taufikurrahman dan Zuraidah (2024) menilai bahwa proses peralihan BIPAFOUR ke 

SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.  Temuan menunjukkan bahwa BPKAD belum sepenuhnya beralih ke SIPD karena 

keterbatasan teknologi, yaitu kekakuan modul administrasi dalam SIPD.  Studi ini juga menemukan bahwa beberapa operasi 

keuangan yang tidak dapat ditangani oleh SIPD masih ditangani oleh BIPAFOUR, sebuah sistem alternatif. 

 

Penelitian milik Setiawan, Firdaus, dan Sari (2024) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada PT Sinar Niaga Sejahtera Jember,” meneliti variabel-variabel yang 

mempengaruhi efisiensi sistem informasi akuntansi.  Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dan pengalaman kerja 

tidak memiliki dampak yang nyata terhadap efektivitas sistem, namun pelatihan dan keterampilan individu memiliki dampak 

yang nyata.  Penelitian ini menyoroti pentingnya kemampuan pengguna dan pelatihan dalam meningkatkan kemanjuran sistem 

informasi. 

 

Minovski, Tocev, dan Malchev (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “New Paradigm in Accounting Information 

Systems - The Role of the Latest Information Technology Trends” membahas mengenai dampak dari teknologi terbaru seperti 

Big Data, Blockchain, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence terhadap sistem informasi akuntansi. Penelitian ini 

menyoroti bahwa teknologi-teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, 

meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, mulai dari aspek keamanan data hingga perlu adamya adaptasi 

bagi para pengguna. 
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Arif, Subagio, dan Shulthoni (2024) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap 

aplikasi investasi syariah dalam penelitian mereka yang berjudul, “Perilaku Penggunaan Aplikasi Investasi Syariah Generasi Z 

di Kota Surabaya dalam Perspektif Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).”  Temuan menunjukkan 

bahwa perilaku penggunaan aplikasi secara signifikan dipengaruhi oleh pengaruh sosial, ekspektasi kinerja, dan ekspektasi 

usaha.  Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya elemen-elemen ini untuk meningkatkan penerimaan pengguna sistem 

informasi. 

 

METODE 
Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap 

perencanaan, tim peneliti melakukan identifikasi masalah melalui wawancara dengan pegawai BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi. Rencana kegiatan meliputi wawancara mendalam dengan 4 orang pegawai yang mewakili empat bidang krusial. 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan utama berupa wawancara semi-terstruktur dengan 4 orang pegawai BPKAD. Wawancara 

utama dilaksanakan dalam durasi 2 hari. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman tentang user acceptance 

terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD. Pada tahap pelaporan, seluruh kegiatan didokumentasikan melalui catatan lapangan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena 

mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks, khususnya persepsi dan pengalaman 

pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan terstruktur bagaimana kedua sistem tersebut diimplementasikan, serta 

dampaknya terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Creswell (2023), 

penelitian kualitatif sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks 

sosial, budaya, dan organisasional. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, 

pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna sistem BIPAFOUR dan SIPD, yang mungkin tidak dapat diungkap 

melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan secara mendalam, tanpa melakukan generalisasi. Hal 

ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem BIPAFOUR dan SIPD 

digunakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. 

 

Wawancara semi-terstruktur dipilih sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali informasi yang mendalam dan 

kontekstual. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

4 orang pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Pegawai tersebut dipilih karena mereka mewakili bidang-bidang utama 

yang krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan, Bidang Aset, dan Bidang 

Akuntansi. Pemilihan informan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penerimaan pengguna 

terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD. Bapak Andika Permana Putra dari Bidang Anggaran, Ibu Ulfi Kurniati dari Bidang 

Pengelolaan, Ibu Ika Herdiana Friaresta dari Bidang Aset, dan Bapak Firman Hidayat dari Bidang Akuntansi dipilih sebagai 

informan karena mereka memiliki pengalaman dan otoritas yang signifikan dalam penggunaan kedua sistem tersebut. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual. 

 

 

Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan teori utama. TAM 

dikembangkan oleh Fred Davis (1986) untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi baru. 

TAM terdiri dari dua variabel utama, yaitu Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU). Perceived 

Usefulness mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa suatu teknologi dapat membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas mereka atau mencapai tujuan mereka. Dalam konteks penelitian ini, PU digunakan untuk 

menganalisis sejauh mana sistem BIPAFOUR dan SIPD dianggap bermanfaat oleh pengguna dalam mendukung pengelolaan 

keuangan daerah. Sementara itu, Perceived Ease of Use mengacu pada sejauh mana pengguna merasa bahwa suatu teknologi 

mudah digunakan. Dalam penelitian ini, PEOU digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem BIPAFOUR dan SIPD 

dianggap mudah digunakan oleh pengguna. Kedua variabel ini saling berkaitan dan memengaruhi user acceptance terhadap 

suatu teknologi. Semakin tinggi persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan dan manfaat suatu sistem, semakin tinggi pula 

kemungkinan sistem tersebut diterima dan digunakan secara efektif. 
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Gambar 1. Diagram TAM atas Perceived usefulness dan Perceived ease of use 

 

Pengolahan Data 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan persepsi pengguna terhadap Perceived Usefulness dan 

Perceived Ease of Use atas sistem BIPAFOUR dan SIPD, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan kedua 

sistem tersebut. Selain itu, wawancara juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem tersebut memengaruhi 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tiga 

aspek utama, yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan fokus pada persepsi pengguna terhadap sistem BIPAFOUR 

dan SIPD. Berikut adalah struktur pertanyaan yang digunakan: 

 

1. Tugas & Tujuan Bidang 

• "Apa tugas dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu di bidang ini?" 

• "Bagaimana sistem BIPAFOUR dan SIPD mendukung tugas-tugas tersebut?" 

2. Efisiensi 

• Fleksibilitas Akses: "Apakah sistem ini mudah diakses?" 

• Waktu: "Apakah sistem ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas?" 

• Kesulitan: "Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan sistem ini?" 

3. Efektivitas 

• "Apakah sistem ini membantu Bapak/Ibu mencapai tujuan kerja dengan lebih baik?" 

• "Bagaimana sistem ini memengaruhi kualitas hasil kerja Bapak/Ibu?" 

4. Akuntabilitas 

• Transparan: "Apakah sistem ini memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan?" 

• Keamanan Data: "Bagaimana sistem ini menjamin keamanan data keuangan daerah?" 

 

 

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, interpretasi 

data, dan penyajian hasil analisis. Pertama, rekaman wawancara ditranskrip ke dalam bentuk teks untuk memudahkan analisis. 

Kedua, data yang telah ditranskrip dikodekan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian, seperti efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas. Ketiga, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi, seperti kemudahan 

akses sistem, manfaat sistem dalam mendukung tugas, dan tantangan teknis dan non-teknis dalam penggunaan sistem. 

Keempat, data yang telah dikelompokkan diinterpretasikan untuk memahami makna dan konteksnya dengan merujuk pada 

kerangka TAM. Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian, 

termasuk bagaimana persepsi pengguna terhadap sistem BIPAFOUR dan SIPD memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bidang Indikator Sistem Informasi Akuntansi 

BIPAFOUR SIPD 

Anggaran PEOU (1) Mudah digunakan karena 

disesuaikan dengan kebutuhan 

lokal. (2) Respon cepat 

terhadap masalah teknis. 

Sulit digunakan karena akses 

terbatas. 
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Bidang Indikator Sistem Informasi Akuntansi 

BIPAFOUR SIPD 

PU Akses sistem yang cenderung 

lebih terbuka bagi pemilik user. 

Akuntabilitas tinggi karena 

terintegrasi secara nasional. 

Pengelolaan 

Keuangan 

PEOU Operasional sehari-hari lebih 

efisien karena sebelumnya 

merupakan sistem induk dan 

sudah ada jauh sebelum SIPD 

diterapkan. 

Proses pengelolaan keuangan 

memakan waktu lebih lama 

karena trouble yang cenderung 

lama penyeselsaiannya. 

PU Setiap pemilik user memiliki 

akses yang luas antar bidang 

dan kepentingan. 

Akuntabilitas tinggi karena 

transparansi nasional. 

Aset PEOU Mudah digunakan untuk 

inventarisasi aset sehari-hari. 

Proses inventarisasi aset 

memakan waktu lebih lama 

karena sistem rumit. 

PU Setiap pemilik user memiliki 

akses yang luas antar bidang 

dan kepentingan. 

Akuntabilitas tinggi karena 

integrasi nasional. 

Akuntansi PEOU Mudah digunakan untuk 

pencatatan keuangan sehari-hari 

Proses akuntansi memakan 

waktu lebih lama karena 

sistem rumit. 

PU Setiap pemilik user memiliki 

akses yang luas antar bidang 

dan kepentingan. 

Akuntabilitas tinggi karena 

terintegrasi secara nasional. 

 
Tabel 1. Hasil Wawancara dari 4 Bidang Berdasarkan Aspek PEOU (Efisiensi) dan PU (Efektivitas & Akuntabilitas) 

 

 

Aspek Sistem Informasi Akuntansi 

BIPAFOUR SIPD 

PEOU (1) Mudah digunakan untuk 

operasional sehari-hari. (2) 

Respon cepat terhadap masalah 

teknis. (3)  Dikembangkan 

sesuai kebutuhan lokal. 

(1) Sulit digunakan karena 

sistem rumit dan akses terbatas. 

(2) Respon terhadap masalah 

teknis lambat. 

PU Setiap pemilik user memiliki 

akses yang luas antar bidang dan 

kepentingan. 

(1) Sangat efektif untuk 

pelaporan yang terstruktur dan 

akurat. (2) Akuntabilitas tinggi 

karena terintegrasi secara 

nasional. 

 

Tabel 2. Ringkasan Keunggulan dan Kekurangan BIPAFOUR dan SIPD Berdasarkan 4 Bidang 

 
Kedua sistem, BIPAFOUR dan SIPD, saling melengkapi dalam pengoperasiannya di BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi. BIPAFOUR lebih unggul dalam hal kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use - PEOU) dan efisiensi 

operasional sehari-hari. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Banyuwangi, sehingga lebih 

mudah dipahami dan digunakan oleh pegawai. Selain itu, respons terhadap masalah teknis juga lebih cepat karena tim IT yang 

menangani masih berada dalam lingkup kabupaten. Hal ini membuat BIPAFOUR sangat efektif untuk menangani tugas-tugas 

rutin dan operasional sehari-hari yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan akses. 

 

Di sisi lain, SIPD lebih unggul dalam hal kegunaan (Perceived Usefulness - PU), terutama untuk pelaporan keuangan 

yang akurat dan transparan. Sebagai sistem yang dikembangkan secara nasional, SIPD memiliki standar yang lebih tinggi 

dalam hal akuntabilitas dan integrasi data keuangan. Sistem ini memungkinkan BPKAD untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang terstruktur dan memenuhi standar nasional, sehingga sangat bermanfaat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas 
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dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun lebih rumit dalam hal penggunaan, SIPD memberikan manfaat yang signifikan 

dalam hal pelaporan dan pengawasan keuangan. 

 

Penggunaan kedua sistem secara bersamaan memungkinkan BPKAD untuk memaksimalkan keunggulan masing-

masing sistem. BIPAFOUR digunakan untuk menangani operasional sehari-hari yang membutuhkan efisiensi dan kemudahan, 

sementara SIPD digunakan untuk pelaporan keuangan yang membutuhkan akurasi dan akuntabilitas tinggi. Kombinasi ini 

memastikan bahwa BPKAD dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif, baik dalam hal operasional maupun 

pelaporan. 

 

Namun, penggunaan kedua sistem secara beriringan tentu juga menciptakan tantangan baru bagi BPKAD, terutama 

dalam hal integrasi data dan konsistensi informasi. Karena BIPAFOUR dan SIPD beroperasi secara terpisah, seringkali terjadi 

ketidaksesuaian data antara kedua sistem. Hal ini memerlukan upaya tambahan dari pegawai untuk memastikan bahwa data 

yang dimasukkan ke dalam kedua sistem tetap konsisten. Selain itu, perbedaan dalam struktur dan mekanisme operasional 

kedua sistem juga dapat menimbulkan kebingungan bagi pegawai, terutama yang belum terbiasa dengan kedua sistem 

tersebut.. 

 

KESIMPULAN 
Penggunaan BIPAFOUR dan SIPD secara bersamaan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi BPKAD 

Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. BIPAFOUR, dengan 

keunggulannya dalam kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use - PEOU) yang merujuk pada aspek efisiensi, 

memungkinkan pegawai untuk menjalankan operasional sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, SIPD, 

dengan keunggulannya dalam kegunaan (Perceived Usefulness - PU) yang merujuk pada aspek efektivitas dan akuntabilitas, 

memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan memenuhi standar nasional. Kombinasi ini 

memungkinkan BPKAD untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan. 

 

Namun, untuk memaksimalkan potensi kedua sistem ini, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan integrasi data 

dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian data antara kedua 

sistem, yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam konteks Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA), integrasi data yang baik merupakan kunci untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, 

relevan, dan dapat diandalkan. SIA yang efektif harus mampu mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data keuangan 

secara terintegrasi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan transparan. 

 

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan integrasi antara BIPAFOUR dan 

SIPD. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan: 

1) Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat 

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan SIPD adalah lambatnya respons terhadap masalah teknis. Karena SIPD 

dikelola oleh pemerintah pusat, masalah teknis yang muncul di tingkat daerah seringkali memerlukan waktu yang lama untuk 

diselesaikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat. Beberapa 

langkah yang dapat diambil antara lain: 

• Meningkatkan frekuensi komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, misalnya melalui rapat koordinasi rutin 

atau saluran komunikasi khusus untuk menangani masalah teknis. 

• Mengembangkan sistem pelaporan masalah teknis yang lebih efisien, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan 

diselesaikan dengan lebih cepat. 

 

2) Mengembangkan Mekanisme Integrasi Data yang Lebih Baik 

Untuk memastikan konsistensi informasi antara BIPAFOUR dan SIPD, diperlukan mekanisme integrasi data yang 

lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain: 

• Mengembangkan sistem sinkronisasi data otomatis antara BIPAFOUR dan SIPD, sehingga data yang 

dimasukkan ke dalam salah satu sistem dapat secara otomatis tersinkronisasi dengan sistem lainnya. Hal ini akan 

mengurangi risiko ketidaksesuaian data dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh kedua sistem 

selalu konsisten. 

• Menggunakan platform integrasi data yang dapat menghubungkan kedua sistem secara real-time, sehingga 

perubahan data di satu sistem dapat langsung tercermin di sistem lainnya. 

 

Dengan mengimplementasikan rekomendasi yang telah diuraikan, seperti meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah 

dan pusat, mengembangkan mekanisme integrasi data yang lebih baik, serta melakukan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan, 

BPKAD dapat memastikan bahwa kedua sistem ini saling melengkapi dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengelolaan 

keuangan daerah. Selain itu, upaya ini juga akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya Honesty & Integrity, Transparency, serta Accountability. 
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